
 



LAPORAN TAHUNAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

PELAKSANA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

TAHUN 2025 
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. 

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pelayanan informasi publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan 

keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kepulauan Riau. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak setiap orang dan 

keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. 

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, mudah, 

akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan, kelembagaan, pelaksanaan pelayanan 

informasi, pengelolaan dan pendokumentasian informasi, pemenuhan permohonan informasi, 

pengelolaan informasi yang dikecualikan, penyelesaian keberatan dan sengketa informasi, 

kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. 

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih memerlukan 

penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai masukan dan saran dari 

masyarakat serta pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi publik. 

 
Tanjungpinang, 28 Januari 2026 

 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
 

 
Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si. 

Pembina Utama Madya (IV/d) 

NIP. 196905101994011004 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Informasi publik memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, kegiatan, kinerja serta penggunaan 

sumber daya publik yang dilaksanakan oleh badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat memperoleh informasi, 

kewajiban badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi, informasi yang dikecualikan, 

mekanisme permohonan informasi, keberatan serta penyelesaian sengketa informasi. 

Pelaksanaan teknis keterbukaan informasi juga diperkuat melalui PP Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku. 

Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan informasi publik mengacu pada Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Peraturan 

tersebut mengatur standar pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan informasi, 

permohonan informasi, keberatan, informasi yang dikecualikan serta pelaporan layanan informasi 

publik. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

bagian dari sistem PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Portal resmi PPID Provinsi Kepri 

mencantumkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu PPID Pelaksana 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, diperlukan laporan tahunan sebagai 

bentuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 sekaligus 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan pada tahun berikutnya. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud 

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan 

tugas dan fungsi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 

selama Tahun 2025. 

Tujuan 

Laporan ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik; 

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Memberikan gambaran mengenai jumlah dan karakteristik permohonan informasi; 

4. Mendokumentasikan proses pengelolaan informasi publik; 

5. Mengevaluasi kualitas pelayanan informasi publik; 

6. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan; 

7. Merumuskan langkah perbaikan pelayanan; 

8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik; 

9. Memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesbangpol; 

10. Mendukung peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau. 



1.3 Dasar Hukum 

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan, 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik. 

6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola 

Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

7. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PPID PELAKSANA 

 
2.1 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan perangkat daerah 

yang membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam struktur 

organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesbangpol melaksanakan fungsi 

strategis berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, 

ketahanan ekonomi sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan 

nasional dan penanganan konflik. 

2.2 Kedudukan PPID Pelaksana 

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pengelola informasi 

dan dokumentasi pada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Badan Kesbangpol. PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau dalam pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian dan pelayanan informasi 

publik. Dalam sistem PPID Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesbangpol tercatat sebagai PPID 

Pelaksana. 

2.3 Struktur Pengelola PPID Tahun 2025 

Struktur PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2025 terdiri atas: 

● Atasan PPID Pelaksana: Drs. Muhamad Iksan, M.Si. (Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik) 

● Pelaksana PPID : Aludin Andi, S.E., M.M. (Sekretaris Badan) 

● Sekretaris PPID : Fitria Ramadhani, S.H. 
 

 
Unsur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi: 

Meliputi Unsur 

1. Bidang Pelayanan Informasi; 

2. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi; 

3. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi; 

4. Bidang Dokumentasi dan Arsip; 

5. Admin Website dan Media Sosial; 

6. Petugas Pelayanan Informasi Publik. 



BAB III 

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
3.1 Kebijakan Umum 

Pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan 

Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

TRANSPARAN – AKUNTABEL – CEPAT – TEPAT – MUDAH – PROFESIONAL 

 
Pelayanan diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang berada dalam penguasaan Badan Kesbangpol sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
3.2 Prinsip Pelayanan 

PPID Pelaksana menerapkan prinsip: 

1. Keterbukaan; 

2. Kemudahan akses; 

3. Kecepatan pelayanan; 

4. Ketepatan informasi; 

5. Akurasi informasi; 

6. Akuntabilitas; 

7. Profesionalitas; 

8. Nondiskriminasi; 

9. Perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan; 

10. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. 

 
3.3 Jenis Informasi Publik 

Informasi yang dikelola PPID diklasifikasikan menjadi: 

A. Informasi Berkala 

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, antara lain: 

• Profil Badan Publik 

• Program dan Kegiatan 

• Kinerja Badan Publik 

• Perencanaan dan Anggaran 

• Keuangan 

• Aset 

• Pengadaan Barang/Jasa 

• Hibah 

• LHKPN dan LHKSN 

• Pelayanan Informasi Publik 

• Kebijakan/Peraturan 

• Dokumen PPID 

• Informasi lainnya sesuai ketentuan 

B. Informasi Serta-Merta 

Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan 

ketertiban umum. 



• Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi 

• Ancaman terhadap keselamatan/ketertiban umum 

• Konflik sosial yang memerlukan penanganan segera 

• Situasi berpotensi menimbulkan gangguan 

• Keadaan darurat dilingkungan kantor 

• Informasi mitigasi dan Tindakan keselamatan 

C. Informasi Setiap Saat 

Informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain: 

• Daftar Informasi Publik (DIP) 

• Peraturan Keputusan dan /kebijakan 

• Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

• Perjanjian dengan Pihak Ketiga 

• Persyaratan Ijin yang diterbitkan 

• Data Inventaris/Aset 

• Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

• Agenda Kerja Pimpinan 

• Informasi Pelayanan Informasi Publik 

• Pelanggaran dan Penindakan 

• Hasil Penelitian/ Kajian 

• Informasi/Kebijakan Dalam Pertemuan Terbuka 

D. Informasi yang Dikecualikan 

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon apabila memenuhi ketentuan 

pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

• Dokumen internal yang bersifat rahasia (NPHD dengan Instansi Vertikal) 



BAB IV 

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 

 
4.1 Sarana Pelayanan 

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui beberapa kanal, antara lain: 

1. Pelayanan langsung pada meja layanan PPID dan ruang layanan informasi; 

2. Surat resmi; 

3. Surat elektronik / email; 

4. Website resmi; 

5. Portal E-PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 

6. Media sosial resmi; 

7. Hotline 

 
4.2 Prosedur Permohonan Informasi 

Secara umum proses pelayanan informasi meliputi: 

 
PEMOHON → PERMOHONAN → VERIFIKASI → REGISTRASI → PENELAAHAN → 

TANGGAPAN → PENYERAHAN INFORMASI 

 
4.3 Ringkasan Kinerja dan Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025 

Berikut adalah ringkasan kinerja dan statistik rekapitulasi permohonan informasi publik pada 

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 

2025: 

 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah Permohonan Informasi masuk 25 

2 Permohonan melalui tatap muka 25 

3 Permohonan melalui surat 0 

4 Permohonan melalui email 0 

5 Permohonan melalui aplikasi/website 0 

6 Permohonan selesai 25 

7 Permohonan dalam proses 0 

8 Permohonan ditolak 0 

9 Permohonan diterima seluruhnya 0 

10 Permohonan informasi dikecualikan 0 

 
4.4 Klasifikasi Pemohon 

Statistik pemohon dapat disajikan sebagai berikut : 
 

No Uraian Jumlah 

1 Perorangan 18 



 

2 Badan Hukum/Organisasi 0 

3 Lembaga Swadaya Masyarakat 4 

4 Kelompok Masyarakat 0 

5 Mahasiswa /Pelajar 1 

6 Media/Pers 1 

7 Instansi Pemerintah 1 

8 Lainnya 0 



BAB V 

PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 

 
5.1 Pengelolaan Daftar Informasi Publik 

PPID Pelaksana melakukan inventarisasi informasi yang berada dalam penguasaan Badan 

Kesbangpol untuk selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jenis informasinya. 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menyediakan format Daftar Informasi Publik 

yang memuat ringkasan isi, pejabat/unit yang menguasai, penanggung jawab, waktu/tempat 

pembuatan, bentuk informasi, serta retensi arsip. 

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

No. Ringkasan Isi 
Informasi 

Pejabat Yang 
Menguasai 
Informasi 

Penanggungjawab 
Pembuatan atau 

Penerbitan 
Informasi 

Waktu 
Pembuatan 
Informasi 

Bentuk 
Informasi 

Yang 
Tersedia 

Jangka 
Waktu 

Penyimpanan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Struktur 
Organisasi 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

2 Alamat dan 
media sosial 

Bakesbangpol 
Prov Kepri 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

3 Lingkup kerja/ 
tupoksi 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

4 Data Pegawai Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

5 Memorandum Of 
Understanding 

(MOU) 
Perjanjian 
Kerjasama 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

6 Surat Keputusan 
(SK) 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

7 Laporan Survey 
Kepuasan 

Masyarakat 
(SKM) 

Kepala Sub 
Bagian Umum 

Dan 
Kepegawaian 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

8 Perjanjian kinerja Perencana Ahli 
Muda 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

9 Laporan 
Keuangan 

Perencana Ahli 
Muda 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

10 Lakip 
Bakesbangpol 

Prov Kepri 

Perencana Ahli 
Muda 

Sekretaris 
 
 
 
 
 

Setiap 
Tahun 

Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 



No. Ringkasan Isi 
Informasi 

Pejabat Yang 
Menguasai 
Informasi 

Penanggungjawab 
Pembuatan atau 

Penerbitan 
Informasi 

Waktu 
Pembuatan 
Informasi 

Bentuk 
Informasi 

Yang 
Tersedia 

Jangka 
Waktu 

Penyimpanan 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Renstra 
Bakesbangpol 

Prov Kepri 

Perencana Ahli 
Muda 

Sekretaris 2021 Softcopy, 
Hardcopy, 
dan Web 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

12 DPA Perencana Ahli 
Muda 

Sekretaris Setiap 
Tahun 

Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

13 Standar 
Operasional 
Perencanaan 
Kesbangpol 

Perencana Ahli 
Muda 

Kepala Badan 2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

14 Standar 
Operasional 

Pengumpulan 
Data Kesbangpol 

Perencana Ahli 
Muda 

Kepala Badan 2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

15 Standar 
Operasional 

Evaluasi 
Internal 

Kesbangpol 

Perencana Ahli 
Muda 

Kepala Badan 2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

16 Data 
Keberadaan 

Organisasi Yang 
Terdaftar 

di Kesbangpol 
Prov Kepri 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

17 Alur Sop 
Penerbitan Surat 

Keberadaan 
Organisasi 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2023 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

18 Alur Sop 
Pencairan Dan 

Hibah 
ORMAS/LSM 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2023 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

19 Alur Sop 
Verifikasi 

Pemberian 
Hibah 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2023 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

20 Perda P4GN Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

21 Data Indeks 
Kerukunan Umat 
Beragama Dan 
Indeks Harmoni 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

22 Sistem Informasi 
Pelayanan 

Ormas Badan 
Kesbangpol 

Kopri 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 



No. Ringkasan Isi 
Informasi 

Pejabat Yang 
Menguasai 
Informasi 

Penanggungjawab 
Pembuatan atau 

Penerbitan 
Informasi 

Waktu 
Pembuatan 
Informasi 

Bentuk 
Informasi 

Yang 
Tersedia 

Jangka 
Waktu 

Penyimpanan 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Pergub FKUB Analis Kebijakan 
Ahli Muda, Sub 

Koordinator 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Kepala Bidang 
Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama 
Dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

2017 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

24 Data 
PASKIBRAKA 

Provinsi 
Kepulauan 

Riau 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda 

Kepala Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan Dan 
Karakter Bangsa 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

25 Data Duta 
Pancasila 

Purna 
Paskibraka 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda 

Kepala Bidang 
Ideologi 

Wawasan 
Kebangsaan Dan 
Karakter Bangsa 

2025 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

26 Hibah Partai 
Politik Prov 

Kepri 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda 

Kepala Bidang 
Politik Dalam Negeri 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

27 Data Indeks 

Demokrasi 
Indonesia 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda 

Kepala Bidang 
Politik Dalam Negeri 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 

tidak ada 
perubahan 

28 Rencana Aksi 
Daerah 

Penanganan 
Konflik Sosial 

Analis Kebijakan 
Ahli Muda 

Kepala Bidang 
Kewaspadaan 
Nasional Dan 

Penanganan Konflik 

2024 Softcopy dan 
Hardcopy 

Selama 
tidak ada 

perubahan 

 

5.2 Dokumentasi Informasi 

Pengelolaan dokumentasi dilakukan melalui: inventarisasi dokumen, pengumpulan informasi 

dari bidang, verifikasi, klasifikasi, digitalisasi dokumen, penyimpanan, pemutakhiran, publikasi, 

dan pengamanan informasi yang dikecualikan. 

 
5.3 Publikasi Informasi 

Informasi publik yang telah diverifikasi dipublikasikan melalui website resmi, portal PPID, 

media sosial, papan pengumuman, dan media pelayanan lainnya. 



BAB VI 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 
6.1 Kebijakan Informasi Dikecualikan 

Tidak seluruh informasi yang dikuasai dapat diberikan. Informasi yang dikecualikan 

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengujian yang cermat agar 

tidak menutup akses publik secara tidak tepat. 

 

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

NO Informasi Yang 
Dikecualikan 

Dasar Hukum 
PengecualiaN Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan 
Bagi Publik 

Jangka 
Waktu 

Dibuka Ditutup  

1 2 3 4 5 6 

1 Naskah 
Perjanjian Hibah 
Daerah (NPHD) 

Permendagri Nomor 77 

Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Tehnis 

Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Permendagri 
Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kelima 
atas Permendagri Nomor 
32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian 
Hibah Dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari 
APBD, Pergub Nomor 70 
Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan Dan 
Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan 
Pelaporan Serta 

Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial 

 Ditutup Selama 
Tidak Ada 
Perubahan 

2  Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (BMD) 

 Ditutup Selama 
Tidak Ada 
Perubahan 

 
6.2 Uji Konsekuensi 

Terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan dilakukan Uji Konsekuensi untuk 

memastikan bahwa pembukaan informasi dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Portal PPID Kesbangpol 

mencantumkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025 dan SOP Uji Konsekuensi. 



BAB VII 

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

 
7.1 Pengajuan Keberatan 

Pemohon informasi yang merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan dapat 

mengajukan keberatan (misal: penolakan, informasi tidak diberikan/sesuai, keterlambatan, biaya 

tidak wajar) melalui mekanisme yang ditetapkan. 

 
7.2 Penyelesaian Sengketa 

Apabila keberatan tidak memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh pemohon, 

penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Komisi Informasi sesuai mekanisme yang 

berlaku. 

 

No Uraian Jumlah 

1 Pengajuan keberatan 0 

2 Keberatan selesai 0 

3 Keberatan dalam proses 0 

4 Sengketa informasi 0 

5 Mediasi 0 

6 Ajudikasi 0 



BAB VIII 

EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN 

 
8.1 Capaian 

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 mencatat capaian utama meliputi 

tersedianya kelembagaan PPID Pelaksana, petugas pelayanan, mekanisme permohonan & 

keberatan, Daftar Informasi Publik, dokumentasi digital, serta koordinasi aktif dengan PPID 

Utama Provinsi Kepri. 

 
8.2 Kendala Internal 

1. Belum seluruh informasi terdokumentasi secara seragam. 

2. Pemutakhiran data dari masing-masing bidang membutuhkan koordinasi. 

3. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi khususnya digital. 

4. Belum seluruh dokumen terdigitalisasi secara optimal. 

5. Perlunya peningkatan kompetensi petugas PPID. 

6. Perlunya penguatan sistem pengarsipan. 

7. Perlunya pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala. 

8. Perlunya coaching berkala terhadap petugas pelayanan informasi publik 

 
8.3 Kendala Eksternal 

1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan informasi. 

2. Pemohon terkadang belum melengkapi identitas dan persyaratan. 

3. Terdapat permohonan informasi yang membutuhkan koordinasi dengan unit penghasil 

informasi. 

4. Adanya informasi yang memerlukan proses pengujian sebelum dapat diberikan. 

5. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang 

semakin cepat. 



BAB IX 

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PPID Pelaksana fokus pada pengembangan berbasis 

digital: 

1. Digitalisasi Informasi: Pengalihan dokumen publik ke format digital secara bertahap. 

2. Penguatan Website: Website sebagai media utama publikasi program dan layanan. 

3. Integrasi dengan E-PPID: Pemanfaatan portal E-PPID Provinsi Kepri untuk permohonan 

dan pemantauan elektronik. 

4. Penguatan Media Sosial: Penyebarluasan informasi publik yang cepat dan komunikatif. 

5. Penguatan SDM PPID: Peningkatan kapasitas personel mengenai UU KIP, SLIP, uji 

konsekuensi, dan tata kelola media digital. 



BAB X 

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025, 

rekomendasi dan rencana tindak lanjut difokuskan pada peningkatan frekuensi pemutakhiran 

PDIP Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah 

perbaikan sebagai berikut : 

 

No Rekomendasi Tindaklanjut 

1 Pemutakhiran DIP Dilakukan secara berkala 

2 Penguatan Dokumentasi Digitalisasi dokumen 

3 Peningkatan SDM Pelatihan PPID 

4 Peningkatan Pelayanan Penyempurnaan SOP 

5 Penguatan website Pemutakhiran Konten 

6 Penguatan media sosial Publikasi informasi secara konsisten 

7 Pengelolaan DIK Pemutakhiran daftar informasi dikecualikan 

8 Uji Konsekuensi 
Dilakukan terhadap informasi yang 
berpotensi dikecualikan 

9 Pengaduan/Keberatan Penguatan mekanisme tindak lanjut 

10 Evaluasi Layanan Monitoring secara berkala 



BAB XI 

PENUTUP 

11.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi 

memerlukan komitmen bersama seluruh unit kerja di lingkungan Kesbangpol. 

 
11.2 Saran 

1. Peningkatan komitmen pimpinan dan koordinasi antarbidang. 

2. Peningkatan kapasitas SDM PPID secara berkelanjutan. 

3. Pemutakhiran DIP dan digitalisasi dokumentasi secara berkala. 

4. Optimalisasi website, E-PPID, serta monitoring dan evaluasi berkesinambungan. 



● Lampiran 1: SK Pembentukan PPID Pelaksana Tahun 2025 
 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



● Lampiran 2: Struktur Organisasi PPID Pelaksana 

 
STRUKTUR ORGANISASI PPID 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 
 

 



● Lampiran 3: Daftar Personel PPID Pelaksana 
 



● Lampiran 4: Daftar Informasi Publik Tahun 2025 
 

 

 



● Lampiran 5: Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 

 



● Lampiran 6: SOP Pelayanan Informasi Publik 

 

 



● Lampiran 7: SOP Uji Konsekuensi 
 



● Lampiran 8: SOP Pendokumentasian Informasi 
 

 



Lampiran 9: SOP Penetapan Daftar Informasi Publik 

 

 



● Lampiran 10: Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2025 

 



● Lampiran 11: Rekapitulasi Keberatan Tahun 2025 
 
 

 



● Lampiran 12: Rekapitulasi Sengketa Informasi Tahun 2025 
 
 

 



● Lampiran 13: Dokumentasi Pelayanan PPID 

 



  
 

 



● Lampiran 14: Rekapitulasi Publikasi Informasi melalui Website dan Media Sosial 
 
 

https://www.instagram.com/p/DSHiUcRCUfV/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DRJTM5LCaYq/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DQ8PLaTiXhU/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

https://www.instagram.com/p/DSHiUcRCUfV/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DSHiUcRCUfV/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DRJTM5LCaYq/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DRJTM5LCaYq/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DQ8PLaTiXhU/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DQ8PLaTiXhU/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D


 

https://www.instagram.com/p/DQvs8RQCXBd/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODB 

iNWFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DPvkGIYCUK7/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DPvj_e4icgh/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiN 

WFlZA%3D%3D 

 

 
https://www.instagram.com/p/DP41fWUkjsn/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiN 

WFlZA%3D%3D 

https://www.instagram.com/p/DQvs8RQCXBd/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DQvs8RQCXBd/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvkGIYCUK7/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvkGIYCUK7/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvj_e4icgh/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvj_e4icgh/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DP41fWUkjsn/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DP41fWUkjsn/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D


 
https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DPtSCSGCem6/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODB 

iNWFlZA%3D%3D 

https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPtSCSGCem6/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPtSCSGCem6/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D


 

https://www.instagram.com/p/DPtFf3TCbI0/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiN 

WFlZA%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/DPswn2NCVrc/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

 

https://www.instagram.com/p/DPkRcgrkyzw/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiN 

WFlZA%3D%3D 

https://www.instagram.com/p/DPtFf3TCbI0/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPtFf3TCbI0/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPswn2NCVrc/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPswn2NCVrc/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPkRcgrkyzw/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPkRcgrkyzw/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D


 

 
https://www.instagram.com/p/DPDMCKyiTXI/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBi 

NWFlZA%3D%3D 

https://www.instagram.com/p/DPDMCKyiTXI/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPDMCKyiTXI/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D


● Lampiran 15: Dokumentasi Sosialisasi/Kegiatan Keterbukaan Informasi 
 

 

 


